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2. Ta Marbutah
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~z ditulis asy-syamsu

J
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ABSTRAK

Muhamad Hafidhu Roihan, 2026. Analisis Hukum Wanprestasi
pada Akad Istishna’(Studi pada Pengrajin Kayu di Kelurahan
Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan)

Dosen Pembimbing : Abdul Khamid, M.A.

Praktik jual beli dengan sistem pesanan (custom order) atau
akad istishna’ marak diterapkan oleh pelaku industri kerajinan kayu di
Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan. Namun, dalam
penerapannya kerap timbul kesenjangan antara teori hukum muamalah
dengan realitas lapangan akibat terjadinya tindakan wanprestasi, baik
berupa keterlambatan pelunasan oleh konsumen maupun keterlambatan
penyelesaian produk oleh pengrajin. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pelaksanaan akad istishna’ di lokasi studi,
mengidentifikasi bentuk serta faktor penyebab wanprestasi, dan
menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat
deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan
wawancara mendalam terhadap lima pengrajin kayu sebagai informan
yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder bersumber dari
literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
serta Fatwa DSN-MUI. Analisis data dilakukan menggunakan metode
analisis kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad istisna' pada
pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo secara umum telah
memenuhi rukun dan syarat akad menurut fikih muamalah, meskipun
masih dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa Surat
Perjanjian Kerja Sama (SPKS). Bentuk wanprestasi yang ditemukan
meliputi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, pembatalan
pesanan secara sepihak setelah proses produksi berjalan, dan
keterlambatan penyelesaian pesanan oleh pengrajin akibat kelalaian
dalam pengelolaan produksi. Faktor penyebab wanprestasi meliputi
faktor internal, faktor eksternal, dan faktor struktural berupa ketiadaan
perjanjian tertulis. Dari perspektif hukum Islam, tidak seluruh
pengakhiran akad merupakan wanprestasi. Pengakhiran akad yang
dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak (igalah) atau karena
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kendala yang diselesaikan melalui musyawarah merupakan bentuk
pengakhiran akad yang dibenarkan syariat. Adapun penyelesaian
wanprestasi yang diterapkan oleh para pengrajin pada umumnya telah
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui musyawarah (al-
sulh), penahanan barang (habs), dan pemberian ganti rugi (ta'widh)
sebatas kerugian riil, meskipun kepastian hukum masih perlu diperkuat
melalui penyusunan perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban,
dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Istishna’, Hukum Islam, Pengrajin
Kayu, Penyelesaian Sengketa
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ABSTRACT

Muhamad Hafidhu Roihan, 2026. LEGAL ANALYSIS OF
DEFAULT IN THE ISTISHNA’ CONTRACT (A Study of Wood
Craftsmen in Kuripan Kertoharjo Village, South Pekalongan)

Supervisor : Abdul Khamid, M.A.

Buying and selling under a custom order system or istishna’
contract is widely implemented by wood craftsmen in Kuripan
Kertoharjo Village, South Pekalongan. However, in practice, gaps
frequently arise between Islamic transactional law and field reality due
to breaches of contract (default), appearing as either late payments by
consumers or delays in product completion by craftsmen. This study
aims to describe the implementation of the istishna’ contract at the
research site, identify the forms and causes of default, and analyze these
phenomena from the perspective of Islamic law.

This field research employs an empirical legal (socio-legal)
method with a qualitative approach and a descriptive-analytical design.
Primary data were gathered through observation and in-depth
interviews with five wood craftsmen selected through purposive
sampling. Secondary data were compiled from Islamic jurisprudence
(figh muamalah) literature, the Compilation of Sharia Economic Law
(KHES), and DSN-MUI Fatwas. Data analysis was conducted using an
interactive qualitative analysis model consisting of data reduction, data
display, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the practice of istisna'
contracts among wood craftsmen in Kuripan Kertoharjo Village
generally fulfills the pillars and requirements of contracts according to
muamalah jurisprudence, although they are still carried out based on
verbal agreements without a Cooperation Agreement Letter (SPKS).
Forms of default found include late payments by consumers, unilateral
cancellation of orders after the production process is underway, and late
completion of orders by craftsmen due to negligence in production
management. Factors causing default include internal factors, external
factors, and structural factors in the form of the absence of a written
agreement. From an Islamic legal perspective, not all terminations of
contracts constitute defaults. Termination of contracts carried out based
on the agreement of the parties (igalah) or due to obstacles resolved
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through deliberation is a form of termination of contracts that is
permitted by sharia. The settlement of defaults applied by craftsmen is
generally in accordance with the principles of Islamic law through
deliberation (al-sulh), retention of goods (habs), and provision of
compensation (ta'widh) limited to real losses, although legal certainty
still needs to be strengthened through the preparation of a written
agreement that regulates rights, obligations, and dispute resolution
mechanisms.

Keywords: Wanprestasi, Akad Istishna’, Islamic Law, Woodcraft
Artisans, Dispute Resolution
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transaksi muamalah, kegiatan jual beli tidak hanya
terbatas pada transaksi barang yang sudah ada, tetapi juga mencakup
jual beli barang yang masih dalam proses pembuatan. Salah satu
bentuk akad yang sering digunakan dalam konteks ini adalah akad
istishna’. Akad pesanan atau istishna’ adalah suatu akad antara dua
pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen)
meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen)
untuk dibuatkan suatu barang, seperti lemari, yang bahannya dari
pihak kedua (orang yang membuat atau produsen)?.

Pesanan adalah akad yang menyerupai akad salam, karena
bentuknya menjual barang yang belum ada (ma“ dum), dan sesuatu
yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan
pembuat sebagai penjual®. Perdagangan dengan cara pesanan
menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan
berjalan dengan pengembangan akad ini. Dalam kurun waktu yang
lama akad ini dianggap menjadi bagian dari salam. Hal ini bisa
dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab yaitu Maliki,
Syafi“i dan Hambali. Akad pesanan sah dengan landasan

diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat

! Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Analisis akad istishna perspektif fikih
muamalah dan hukum perdata. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(2),

2 putri, Mentari Kartika. Wanprestasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada
Usaha Kue Di Pasar Kotagajah. Diss. IAIN Metro, 2023.
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manusia dalam bertransaksi (urf). Dengan catatan terpenuhinya
syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam. Salah satu
yang penting dalam Aqad Istisna™ adalah adanya serah terima modal
(pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi“iyyah
menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (mashnu) bisa
dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak. Meskipun waktu
penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad pesanan, pembeli
dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang berarti
bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak
terikat untuk menerima barang dan membayar harganya?®.

Namun, dalam praktiknya, akad istishna’ tidak selalu
berjalan lancar dan dapat mengalami gangguan yang dikenal sebagai
wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada pelanggaran terhadap
kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, yang dapat
terjadi dari pihak penjual (produsen) maupun pembeli. Dalam
konteks akad istishna’, wanprestasi sering kali muncul ketika
penjual gagal memenuhi spesifikasi barang yang dipesan, seperti
kualitas bahan, ukuran, atau desain yang tidak sesuai dengan
kesepakatan awal®. Misalnya, jika pengrajin kayu tidak
menyelesaikan pesanan lemari dalam waktu yang ditentukan atau
menghasilkan produk yang cacat, hal ini dapat dianggap sebagai

wanprestasi karena melanggar prinsip keadilan dan suka sama suka

% Hidayat, Shafi'l. Implementasi Akad Istishna dalam jual beli mebel tinjauan
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi: Studi kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2016.

4 Nurdiani, Tanti Widia. Manajemen risiko dan implementasi jual beli istishna
pada produk pembiayaan KPR bank syariah. Penerbit NEM, 2021.
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yang diajarkan dalam Islam. Di sisi lain, pembeli juga dapat
melakukan wanprestasi jika tidak membayar sesuai jadwal atau
menolak menerima barang tanpa alasan yang sah, meskipun barang
telah sesuai spesifikasi. Kondisi ini sering kali menimbulkan
kerugian finansial, kehilangan kepercayaan, dan potensi konflik
hukum, yang bertentangan dengan tujuan akad istishna’ untuk
memfasilitasi transaksi yang saling menguntungkan.

Di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan,
terdapat beberapa pengrajin kayu yang masih aktif. Para pengrajin
kayu di wilayah ini umumnya memproduksi berbagai jenis furnitur
berdasarkan sistem pesanan (custom order) dengan menggunakan
mekanisme akad istishna’, meskipun sebagian besar dari mereka
tidak memahami istilah tersebut secara formal. Pada pertengahan
tahun 2024, salah satu pengrajin kayu bernama Bapak Zaenal
menerima pesanan pada bulan Agustus dari pembeli yang
membutuhkan 30 pasang set meja dan kursi. Mengenai mekanisme
pembayaran, disepakati bahwa konsumen akan membayar uang
muka sebesar 40% di awal pemesanan, kemudian pembayaran tahap
kedua sebesar 30%,- pada saat produksi mencapai 70%, dan
pelunasan sebesar 30%- pada saat barang selesai dan siap
diserahkan. Waktu penyelesaian disepakati selama tiga bulan
terhitung sejak pembayaran uang muka diterima. Bapak Zaenal
segera memulai proses produksi setelah menerima uang muka dari
konsumen. Setelah dua bulan bekerja, produksi telah mencapai
tahap 70% sesuai jadwal yang dijanjikan, Bapak Zaenal kemudian
menghubungi konsumen untuk melakukan pembayaran tahap

kedua. Konsumen berjanji akan segera melakukan pembayaran



dalam waktu satu minggu. Namun, setelah satu minggu berlalu,
konsumen tidak kunjung melakukan pembayaran dan mulai sulit
dihubungi. Pada akhirnya konsumen membayar satu bulan
setelahnya. Keterlambatan pembayaran ini menyebabkan Bapak
Zaenal harus menunda beberapa pesanan lain yang telah ia terima,
sehingga menimbulkan efek domino pada reputasi usahanya.
Setelah hampir dua bulan sejak barang selesai dikerjakan, konsumen
akhirnya datang untuk mengambil barang dan melakukan
pelunasan®.

Kemudian pada awal tahun 2024 tepatnya bulan Januari,
pengrajin kayu bernama Bapak H. Dimyathi menerima pesanan
berupa 13 lemari untuk kebutuhan kos-kosan yang sedang dibangun.
Kesepakatan dilakukan dengan waktu penyelesaian selama dua
bulan, mengingat konsumen membutuhkan furnitur tersebut untuk
kelengkapan kos-kosan yang akan segera dibuka untuk disewakan.
Konsumen telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50%
sesuai kesepakatan, dan Bapak H.Dimyathi berkomitmen akan
menyelesaikan pesanan tepat waktu. Namun, dalam proses produksi,
Bapak H.Dimyathi mengalami beberapa kendala yang
menyebabkan keterlambatan. Pertama, pekerja yang meminta izin
untuk libur, Kedua, Bapak H.Dimyathi juga menerima pesanan
besar dari konsumen lain yang ia kerjakan secara bersamaan,
sehingga perhatian dan sumber daya terbagi. Akibat berbagai
kendala tersebut, Bapak H.Dimyathi tidak mampu menyelesaikan
pesanan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Ketika

5 Bapak Zaenal, Wawancara oleh penulis, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, 16
juni 2025



konsumen menghubungi untuk menanyakan progres pekerjaan
mendekati batas waktu penyelesaian, Bapak H.Dimyathi
menjelaskan kendala yang dihadapi dan meminta perpanjangan
waktu selama satu bulan. Konsumen merasa kecewa karena
pembukaan rumah kos harus ditunda akibat kelengkapan furnitur
yang belum tersedia, yang berarti kehilangan potensi pendapatan
sewa selama periode penundaan. Meskipun demikian, konsumen
memberikan perpanjangan waktu dengan catatan tidak akan ada
keterlambatan lagi®.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat
kesenjangan antara ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan
akad istishna’ dengan praktik yang terjadi di lapangan. Artinya hal
ini menimbulkan masalah hukum yaitu apakah praktik jual beli
pesanan yang dilakukan oleh pengrajin kayu dan pembeli sudah
sesuai dengan ketenteuan hukum atau tidak dan juga bagaimana
peristiwa hukum tersebut bisa terjadi, apa penyebab dan faktornya,
dan tentu saja peristiwa hukum(wanprestasi) tersebut bentuknya
bisa bermacam-macam. Maka dari itu penulis tertarik untuk
mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul “Analisis
Hukum Wanprestasi pada Akad Istishna’ (Studi pada Pengrajin
Kayu di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan)”,
agar dapat diketahui bagaimana praktik akad istishna’, bentuk-
bentuk wanprestasi , dan bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadapnya.

6 Bapak H.Dimyathi, Wawancara oleh penulis, Kelurahan Kuripan
Kertoharjo, 25 juni 2025
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 3
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad istishna ‘antara pengrajin kayu dan

pemesan di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan?

. Apa saja bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi
dalam akad istishna’ pada pengrajin kayu di kelurahan kuripan

kertoharjo pekalongan Selatan?

. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dan

penyelesainnya yang terjadi dalam akad istishna’ pada
pengrajin kayu di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan

Selatan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

. Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan akad istishna antara

pengrajinkayu dan pemesan di kelurahan kuripan kertoharjo

pekalongan Selatan.

. Untuk Mendeskripsikan Apa saja bentuk dan faktor penyebab
terjadinya wanprestasi dalam akad istishna’ pada pengrajin kayu

di kelurahan kuripan kertoharjo pekalongan Selatan.

. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam

terhadap Wanprestasi dan penyelesainnya Yang Terjadi
Dalam Akad Istishna’. pada pengrajin kayu di kelurahan

kuripan kertoharjo pekalongan Selatan



D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
Pada penelitian ini, peniliti sangat berharap dapat
membantu dalam memberikan pemahaman kepada para
pengusaha pengrajin kayu mengenai pentingnya legalitas suatu
kontrak, dan juga dapat menambahkan pengetahuan tentang
pemikiran akan hukum Islam dan menambahkan pula hasil
penelitian yang baru lagi bagi akademik Fakultas Syariah
khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah
(Mu’amalah), Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid
Pekalongan.
2. Secara praktis
Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam ilmu
hukum dan bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi
masyarakat serta pihak pemerintahan dalam menghadapi
permasalahan jika terjadinya sengketa antara pengrajin kayu
dengan pembeli khususnya di Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Pekalongan Selatan.
E. Kerangka Teori
1. Akad Istishna’

Akad merupakan segala bentuk perikatan atau perjanjian
yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan disertai
komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum
syar’i, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-
menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu

arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, shadagah dan lain-



lain.

Akad istishna’ ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan
barang yang harus dibuat atau diproses terlebih dahulu sesuai
dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan penjual®. Ciri
khasnya adalah objek belum ada saat akad dilakukan, dan
pembuatannya menjadi tanggung jawab penjual. Adapun syarat,
rukun dan dasar hukumnya sebagai berikut:

a. Syarat Istishna

1) Penjual dan pembeli

2) Objek istishna’

3) Harga

4) Waktu penyelesaian
b. Rukun Istishna’

1) Sighat (akad)

2) Aqid

3) Ma’qud alaih

4) Harga yang disepakati
c. Dasar Hukum lIstishna

Istishna adalah perjanjian yang halal dan hukumnya
didasarkan atas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijmak di
kalangan umat Islam. Adapun dalam al-quran termuat dalam surat
al-Bagarah ayat 275°. Adapun bagian ayatnya adalah sabagai
berikut:

" Abu Bakar al-Jashshash, Ahkam al-Quran (Beirut: Dar Ihya at- Turats
al-‘Arabi, 1405 H), jilid 3, h. 284

& Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
% Al-Qur’an Al-Karim, 2005, p. 48).
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Artinya: “Allah mengizinkan perdagangan dan melarang

riba.”

Berdasarkan ayat di atas, para ulama menjelaskan bahwa
hukum asal setiap jual beli adalah halal, kecuali yang memang nyata-
nyata telah diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. Adapun
dasar hukum yang termuat dalam As-Sunnah, mengenai akad

istishna adalah sebagai berikut:

Al ) IS AT 3T O o B o Sl we oy T 22
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Artinya: “Dari Anas ra. Nabi SAW hendak menulis surat
kepada raja non- Arab, namun raja-raja non-Arab tersebut
tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka
belaiupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari
bahan perak. Anas mengisahkan: “seakan-akan sekarang ini

aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau " (HR.
Muslim)

Dalam hadis tersebut perbuatan Nabi ini menjadi nyata
bahwa akad istishna akad yang diperbolehkan. Selanjutnya istishna
menurut kesepakatan ulama (ijmak) ulama. Dikatakan bahwa
sebagian ulama sepakat bahwa umat Islam pada dasarnya mencapai
konsensus (ijma’) bahwa akad istishna adalah akad yang sah dan
telah dilaksanakan sejak dahulu kala tanpa ada seorangpun yang

mengingkarinya.

Setiap ulama dan disetiap mazhab fikih telah menggariskan
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kaidah fighiyah dalam hal fikih muamalah yang selain kegiatan

ibadah, yaitu:
25 3 s uys A cauea s Lk s Y
Artinya : “Bahwasannya hukum asal dalam segala sesuatu

pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukan
akan keharamannya sesuatu tersebut”.

. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran
perjanjian yang terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal
1238-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*°
dan mencakup empat bentuk utama, yakni tidak melaksanakan
prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana
mestinya, terlambat melaksanakan, atau melanggar ketentuan dalam
perjanjian. Unsur penting terjadinya wanprestasi adalah adanya
perjanjian yang sah, prestasi yang telah ditentukan, serta kegagalan
pelaksanaan akibat kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak.
Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pembatalan
perjanjian, atau pengalihan risiko.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
pengaturan mengenai wanprestasi tercantum pada Pasal 36 sampai
dengan Pasal 39, yang menegaskan prinsip tanggung jawab dan
kepatuhan terhadap akad. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa para

10 pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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pihak dalam akad wajib melaksanakan isi akad dengan itikad baik
sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yang berarti setiap perjanjian
harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab'!.
Selanjutnya, Pasal 38 KHES menegaskan bahwa pihak yang tidak
melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya dianggap telah
melakukan wanprestasi, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban
akad memiliki konsekuensi hukum. Kemudian, Pasal 39 KHES
mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu dapat berupa
kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan akad, atau pelaksanaan
prestasi  sebagaimana mestinya.  Ketentuan-ketentuan ini
menunjukkan bahwa KHES mengadopsi prinsip-prinsip figh
muamalah yang menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab
moral dalam pelaksanaan akad, sekaligus memberikan kepastian
hukum terhadap pelanggaran perjanjian dalam transaksi ekonomi
syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) juga mengatur ketentuan mengenai wanprestasi dalam
akad, khususnya pada Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Akad Istishna’ dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
Ganti Rugi (Ta’widh)!?. Dalam Fatwa No. 06/2000, ditegaskan

11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008),
Pasal 36-39.

12 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN—
MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna’ (Jakarta: DSN-MUI,
2000); Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI
No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (Jakarta: DSN-—
MUI, 2004).
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bahwa akad istishna’ merupakan perjanjian jual beli pesanan yang
bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi,
harga, dan waktu yang telah disepakati. Apabila pihak produsen
(shani’) gagal menyerahkan barang sesuai perjanjian, maka pembeli
(mustashni’) berhak menolak barang, meminta perbaikan, atau
membatalkan akad serta memperoleh pengembalian pembayaran.
Sebaliknya, apabila pembeli membatalkan pesanan secara sepihak
tanpa alasan yang dibenarkan syariah, maka ia wajib menanggung
kerugian nyata yang telah dikeluarkan oleh produsen. Ketentuan ini
diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 43/2004, yang mengatur
bahwa kompensasi kerugian (ta 'widh) hanya dapat dikenakan atas
kerugian riil yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan salah satu
pihak. Dengan demikian, kedua fatwa tersebut menegaskan bahwa
dalam perspektif hukum Islam kontemporer, wanprestasi tidak
hanya berdampak pada kewajiban hukum berupa ganti rugi, tetapi
juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga amanah dan
keadilan dalam pelaksanaan akad.

Dalam Islam, perjanjian disebut sebagai akad, yang memiliki
posisi penting dalam muamalah (transaksi sosial dan ekonomi).
Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan suatu transaksi yang mengikat secara hukum
syariah. Rukun akad mencakup pihak-pihak yang berakad, objek
akad, dan ijab gabul sebagai bentuk kesepakatan. Syarat sahnya akad
mencakup kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak,
serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah'®. Dalam konteks

13 Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi
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ini, akad istishna menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sering
digunakan dalam industri kerajinan, termasuk pada pengrajin kayu..

Wanprestasi dalam akad istishna’ biasanya terjadi ketika
pengrajin tidak mampu menyelesaikan pesanan sesuai spesifikasi
atau waktu yang disepakati, atau ketika pembeli gagal memenuhi
pembayaran. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang
penyelesaian melalui jalur damai, seperti musyawarah, mediasi, atau
arbitrase syariah. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka
penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengacu
pada pengadilan agama atau pengadilan umum sesuai dengan
yurisdiksi yang berlaku.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini, peneliti
mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan
dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian yang relevan
tersebut meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nasir (2020) berjudul
“Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah Tangga di
Gresik”** membahas tentang praktik akad istishna dalam kegiatan
produksi mebel'!. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad
dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Secara prinsip,
praktik ini dianggap sesuai dengan syariah karena adanya
kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dari segi

hukum positif, akad ini belum memenuhi unsur formal yang

Ekonomi Islam." IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 8.1 (2017):
78-115.

14 Nasir, Ahmad. (2020). Analisis Praktik Akad Istishna pada Industri Rumah
Tangga di Gresik. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
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ditentukan dalam KUHPerdata. Persamaan dengan penelitian ini
terletak pada objek yang diteliti, yaitu industri kerajinan kayu, serta
fokus pada akad istishna. Perbedaannya terletak pada pendekatan, di
mana penelitian Ahmad Nasir belum mengkaji aspek hukum Islam
secara mendalam dan tidak menggunakan rujukan fatwa DSN-MUI
seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

Siti Nur Lestari (2020), dalam penelitiannya yang berjudul
“Tinjauan Hukum lIslam terhadap Pelaksanaan Akad Istishna di
Sentral Batik Pekalongan”, mengkaji penerapan akad istishna
dalam produksi batik tulis!®. la menemukan bahwa akad yang
dilakukan pelaku usaha sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam,
meskipun pemahaman mereka terhadap struktur akad masih
terbatas. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi
yang sama-sama berada di wilayah Pekalongan serta fokus pada
akad istishna dalam sektor kerajinan. Namun, perbedaannya terletak
pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian Siti
Nur Lestari hanya meninjau dari perspektif hukum Islam tanpa
mengali lebih dalam mengenai apa penyebab-penyebabnya.

Ahmad Mulyadi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul
“Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum Perdata
Indonesia’'® menganalisis akad istishna dari sudut pandang hukum
positif'®, khususnya hukum perdata. la menyatakan bahwa akad

istishna memiliki kemiripan dengan perjanjian pembuatan barang

15 Siti Nur Lestari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad
Istishna di Sentra Batik Pekalongan (Tesis, Fakultas Syariah, [IAIN Pekalongan],
2020),

16 Ahmad Mulyadi, Analisis Yuridis Akad Istishna dalam Perspektif Hukum
Perdata Indonesia (Skripsi, Fakultas Hukum, 2021)
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dalam KUHPerdata, namun tetap memerlukan penyesuaian agar
sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini relevan karena
menyinggung aspek hukum positif yang juga menjadi bagian dari
fokus penelitian ini. Persamaannya adalah pada analisis yuridis
terhadap akad istishna dalam konteks hukum nasional.
Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menelaah aspek hukum
Islam secara menyeluruh, tidak merujuk fatwa DSN-MUI, dan tidak
menggunakan pendekatan empiris seperti yang dilakukan dalam
penelitian ini.

Awaluddin dan Mustarin (2023) berjudul “7Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) di Adiska Maubel
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”'’ bertujuan untuk
mengkaji praktik jual beli pesanan atau akad istishna yang
diterapkan di toko Adiska Maubel, serta menilai kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis
berfokus pada bagaimana mekanisme jual beli pesanan dilakukan —
mulai dari pemesanan barang, kesepakatan harga, proses
pembuatan, hingga penyerahan hasil pesanan kepada pembeli.
Secara khusus, penelitian ini menilai apakah praktik tersebut telah
memenuhi rukun dan syarat sah akad istishna menurut fikih
muamalah, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli,
kejelasan jenis dan spesifikasi barang yang dipesan, serta tidak
adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa praktik jual beli pesanan di Adiska Maubel

7 Awaluddin, Muh, and Basyirah Mustarin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) DI ADISKA MAUBEL KECAMATAN
SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAL" Igtishaduna: Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syari‘ah (2023)
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pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena
dilakukan atas dasar kesepakatan, kejelasan pesanan, dan kerelaan
kedua belah pihak. Namun, peneliti juga menemukan bahwa dalam
beberapa kasus, terdapat kekurangan dalam hal pencatatan akad dan
kejelasan waktu penyerahan barang, yang berpotensi menimbulkan
perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis menyarankan
agar para pelaku usaha lebih memperhatikan aspek administratif dan
transparansi akad agar transaksi istishna dapat berjalan sesuai
dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Persamaan dari
penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif sebagai bahan
dalam menganilis data dan juga penelitian yuridis empiris.
Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menelaah sah atau tidaknya
pelaksanaan akad istishna secara umum, sementara penelitian ini
lebih fokus pada aspek wanprestasi dalam akad istishna serta
implikasinya bagi para pihak yang terikat dalam kontrak.

Siti Rahmawati (2020) dalam penelitianya yang berjudul
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual
Beli Pesanan (Istishna) pada Usaha Batik Pekalongan’8.
Penelitian ini juga menggunakan metode field research dengan sifat
deskriptif kualitatif, dan mengambil objek penelitian pada pelaku
usaha batik di Pekalongan. Fokus penelitian tersebut adalah
menelaah bagaimana akad istishna dipraktikkan dalam dunia usaha
batik, khususnya pada transaksi pemesanan motif tertentu. Hasil

penelitian menemukan bahwa akad istishna umumnya hanya

18 Siti Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Jual

Beli Pesanan (lIstishna) pada Usaha Batik Pekalongan (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN
Pekalongan, 2020)



17

dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, sehingga berpotensi
menimbulkan permasalahan. Beberapa bentuk permasalahan yang
muncul adalah keterlambatan penyelesaian pesanan,
ketidaksesuaian hasil dengan pesanan, dan pembatalan sepihak oleh
salah satu pihak. Dari perspektif hukum Islam, praktik akad ini tetap
sah selama memenuhi rukun dan syarat istishna, meskipun
lemahnya dokumentasi akad membuatnya rawan menimbulkan
sengketa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah
sama-sama meneliti akad istishna dalam kegiatan usaha di
Pekalongan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.
Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menelaah sah atau tidaknya
pelaksanaan akad istishna secara umum, sementara penelitian ini
lebih fokus pada aspek wanprestasi dalam akad istishna serta
implikasinya bagi para pihak yang terikat dalam kontrak.

Penelitian  ini  memiliki  unsur  kebaruan  yang
membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai akad
istishna’. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus
pada pelaksanaan akad istishna’ secara umum atau menelaah
kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, tanpa mengkaji lebih
jauh tentang persoalan wanprestasi yang muncul di dalamnya.
Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengarahkan perhatian
pada analisis hukum terhadap wanprestasi dalam akad istishna’,
yaitu bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi antara pengrajin
kayu dan pemesan di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan
Selatan. Fokus ini menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan
memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum

ekonomi syariah, khususnya dalam aspek tanggung jawab hukum
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dan penyelesaian sengketa akad pesanan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunkan adalah yuridis empiris
atau penelitian hukum lapangan. Yaitu suatu penelitian yang
mengumpulkan data yang ada dilapangan untuk memecahkan
masalah-masalah praktik masyarakat®. Peneliti melakukan
penelitian langsung ke lokasi di Desa Kertoharjo Pekalongan
Selatan yaitu dengan cara datang langsung ke Desa Kertoharjo
Pekalongan dimana pengrajin kayu di Desa Kertoharjo
Pekalongan Selatan akan diwawancara. Hal tersebut dilakukan
sebagai pemenuhan data primer, sedangkan data sekunder
peneliti mencarinya dari buku-buku figih, jurnal, dan buku-buku
lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada
hubungannya dengan permasalahan.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan
kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberi suatu
gambaran mengenai praktik akad istishna yang dilakukan oleh
pengusaha pengrajin kayu dengan bentuk kalimat dan paragraf
sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang
tujuan hukum Islam terhadap praktik kontrak istishna
pengusaha pengarajin kayu di desa kertoharjo pekalongan

selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini Dbersifat deskriptif empiris, yaitu

19 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Mandar

Maju,1996)
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memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan
menganalisanya untuk mendapat kesimpulan yang benar dan
akurat?®. Hal tersebut guna mendeskripsikan analisis hukum
Islam tentang praktik akad istishna’ pengusaha pengrajin kayu
di desa kertoharjo pekalongan selatan.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung
dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya
Sumber data dalam penilitian ini yaitu wawancara langsung
dengan pengusaha pengrajin kayu yang bersangkutan.
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan
oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal,
dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan
menggunakan metode studi kepustakaan berupa buku-buku
ilmiah, dan juga studi literatur untuk analisis hukum yang
sesuai dengan penelitian.
4. Subjek, Objek, Dan Informan Penelitian
a. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah suatu hal memiliki data
untuk diteliti. Subyek penelitian ini adalah pengusaha
pengrajin kayu.
b. Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah suatu hal yang menjadi

20 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ; Metodologi Penelitian , Cet. VI
(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005).
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pokok perhatian dalam suatu penelitian®. Obyek dalam
penelitian ini adalah praktik akad istishna yang dilakukan
pengusaha pengrajin kayu di Desa Kertoharjo Pekalongan
Selatan.
c. Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subyek yang menguasai
data objek penelitian baik sikap ataupun orang lain yang
menguasai objek penelitian??. Informan dalam penelitian
ini adalah pengusaha pengrajin kayu di Desa Kertoharjo
Pekalongan Selatan dengan kriteria sebagai berikut:
a. pengrajin kayu yang masih aktif beroperasi hingga saat
penelitian dilakukan
b. telah menjalankan usaha kerajinan kayu minimal
selama 5 tahun
c. melakukan transaksi berdasarkan sistem pesanan
(custom order)
d. pernah terlibat dalam transaksi dengan berbagai jenis
konsumen
e. bersedia menjadi informan dan memberikan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4.  Teknik Pengumpulan Data
Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan

metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (feasible) guna

2L Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar (Jakarta:
Bumi Aksara, 1989),

22 Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. "Proses dan langkah penelitian
antropologi: Sebuah literature review." Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan
Budaya 3.1 (2022): 44-68.
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mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu
mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data
primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data
merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.
Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut
a. Observasi
Observasi adalah metode dengan pengamatan yang
dicatat dengan sistematik fenomena-fenomena yang
diselidiki. Observasi atau pengamatan merupakan suatu
teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan
terhadap kegiatan yang berlangsung?. Metode observasi
dalam penelitian ini diterapkan melalui teknik pengamatan
non-partisipan, di mana peneliti memposisikan diri sebagai
pengamat objektif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas
operasional objek kajian. Urgensi dari orientasi observasi ini
bertumpu pada kebutuhan untuk mengonstruksi pemahaman
yang komprehensif mengenai realitas empiris di lapangan.
Melalui pendekatan ini, peneliti secara langsung mengamati
dinamika aktivitas produksi di workshop para pengrajin
kayu, kapasitas tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, serta

pola interaksi sosial-ekonomi. Proses pengamatan tersebut

23 Alzahra, Nabila Shalsa. PENYESUAIAN DIRI REMAJA PUTRI AKIBAT
PERCERAIAN ORANGTUA DI SMK NEGERI 3 METRO TAHUN PELAJARAN
2022/2023. Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.
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diarahkan secara spesifik untuk mengidentifikasi indikator-
indikator fisik dan kontekstual yang berpotensi memicu
keterlambatan pemenuhan target waktu, baik dari aspek
kapasitas produksi pengrajin maupun komitmen finansial
dari pihak konsumen.

Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi
dengan memakai persoalan lisan kepada subyeknya atau pun
informan. Tujuan dari wawancara yaitu supaya penelitian
mendapatkan informasi serta data yang relevan dan supaya
tidak terdapat informasi yang tertinggal serta pencatatannya
lebih mudah dan cepat Dalam hal ini penulis akan
mewawancarai 5 pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo guna mendapatkan informasi dan data yang
diperlukan.  Untuk  pengambilan  informan, penulis
menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih

narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria sebagai berikut

a. pengrajin kayu yang masih aktif beroperasi hingga saat
penelitian dilakukan

b. telah menjalankan usaha kerajinan kayu minimal selama
5 tahun

c. melakukan transaksi berdasarkan sistem pesanan
(custom order)

d. pernah terlibat dalam transaksi dengan berbagai jenis

konsumen
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e. bersedia menjadi informan dan memberikan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Metode Analisis Data
Setelah seluruh data di lapangan terkumpul melalui
teknik observasi dan wawancara, data tersebut akan diolah
menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif
sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman?*. Proses
analisis ini dilakukan secara bersamaan dan mengalir melalui
tiga tahapan operasional, yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction): Langkah ini dilakukan
dengan merangkum, memilih, dan memilah data mentah
hasil wawancara dengan kelima pengrajin kayu serta hasil
observasi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Peneliti akan
memfokuskan data pada hal-hal pokok yang berkaitan
langsung dengan fokus penelitian, yaitu mekanisme
pelaksanaan akad istishna’, bentuk dan faktor pendorong
terjadinya wanprestasi, serta proses penyelesaian sengketa
di lapangan. Data yang tidak relevan akan direduksi
(dibuang).

b. Penyajian Data (Data Display): Setelah data direduksi,
peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian teks
naratif, matriks, atau bagan yang disusun secara sistematis
dan terstruktur. Penyajian data ini diarahkan untuk

menggambarkan secara komprehensif bagaimana realitas

24 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative
Data Analysis: A Methods Sourcebook, ed. ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications,
2014), 31-33.
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praktik transaksi jual beli pesanan dan rincian kasus
wanprestasi yang dihadapi oleh para narasumber.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion
Drawing/Verification): Tahap akhir adalah melakukan
penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman terhadap
data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang masih
bersifat sementara akan diverifikasi kembali dengan bukti-
bukti yang kuat di lapangan agar diperoleh kesimpulan
yang sahih dan mendalam.

Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah hukum
muamalah, data lapangan yang telah rapi tersebut dianalisis
menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode
analisis yang berangkat dari norma-norma, kaidah-kaidah, atau
dalil hukum Islam yang bersifat umum (seperti Al-Qur'an,
Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-
MUI tentang istishna’ dan wanprestasi) untuk kemudian ditarik
ke dalam fakta-fakta empiris yang bersifat khusus yang
ditemukan pada praktik pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo®. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan yang
akurat mengenai kesesuaian hukum Islam terhadap realitas

praktik muamalah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN Menjelaskan: latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian,dan

251.

25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2006),
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sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Menjelaskan: pengertian
Akad Istishna’, konsep dan karakteristik istishna, syarat dan rukun
istishna’, dasar hukum istishna’, dan wanprestasi.

BAB I11: HASIL PENELITIAN Menjelaskan: mengenai
gambaran umum tentang Kelurahan Kuripan Kertoharjo
Pekalongan Selatan, profil pengusaha pengrajin kayu di Kelurahan
Kuripan Kertoharjo Peklaongan Selatan, praktik akad istishna’, dan
bentuk serta penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan
pengusaha pengrajin kayu dan pembeli di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo Pekalongan Selatan.

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Menjelaskan: hasil penelitian tentang wanprestasi pada akad
istishna’ antara pengusaha pengrajin kayu dan pembeli di Kelurahan
Kuripan kertoharjo pekalongan selatan dan menganalisanya
menurut hukum Islam.

BAB V: PENUTUP Menjelaskan: kesimpulan dan saran



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan
terhadap praktik akad istishna’ pada pengrajin kayu di Kelurahan
Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan akad istishna’ antara pengrajin kayu
dan konsumen di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada dasarnya telah
memenuhi rukun dan syarat akad istishna’ menurut fikih muamalah.
Para pihak yang berakad adalah orang-orang yang cakap bertindak
hukum, objek akad berupa furnitur kayu dengan spesifikasi yang
disepakati dapat diketahui secara jelas, harga telah ditetapkan
sebelum produksi dimulai, dan ijab kabul dilaksanakan dengan
pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Namun
demikian, terdapat satu kelemahan struktural yang signifikan, yaitu
seluruh akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya perjanjian
tertulis dalam bentuk dokumen formal. Komunikasi melalui aplikasi
WhatsApp yang memuat kesepakatan-kesepakatan pokok dalam akad
secara substantif dapat difungsikan sebagai alat bukti (bayyinah) dan
dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai 'urf (adat
kebiasaan yang diakui), sehingga berdasarkan kaidah fikih al-'adah
muhakkamah dapat diposisikan setara dengan perjanjian tertulis.
Meskipun demikian, kondisi ideal yang memberikan kepastian
hukum lebih kuat tetaplah keberadaan Surat Perjanjian Kerja Sama

(SPKS) yang dibuat secara formal dan ditandatangani oleh kedua

138
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belah pihak.

Kedua, terdapat tiga bentuk wanprestasi yang ditemukan
dalam praktik akad istishna’ di Kelurahan Kuripan Kertoharjo.
Bentuk pertama adalah keterlambatan pembayaran oleh konsumen,
yang dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai tafrith
(kelalaian tanpa unsur kesengajaan) dan dalam hukum perdata
dikualifikasikan sebagai mora debitoris sebagaimana diatur dalam
Pasal 1238 KUHPerdata. Bentuk kedua adalah pembatalan pesanan
secara sepihak oleh konsumen setelah proses produksi berjalan, yang
dikategorikan sebagai ta’addi (pelanggaran yang dilakukan secara
sengaja) karena konsumen secara sadar menghentikan pelaksanaan
akad di tengah proses produksi tanpa dasar yang dibenarkan secara
hukum. Bentuk ketiga adalah keterlambatan penyelesaian pesanan
oleh pengrajin akibat menerima pesanan lain secara bersamaan tanpa
memperhitungkan kapasitas produksi, yang juga masuk dalam
kategori tafrith. Adapun faktor-faktor penyebab wanprestasi tersebut
meliputi faktor internal berupa keterbatasan kapasitas produksi dan
lemahnya manajemen pesanan, faktor eksternal berupa keterlambatan
pasokan bahan baku dan kesulitan keuangan konsumen, serta faktor
struktural berupa ketiadaan perjanjian tertulis yang memuat klausul
hak, kewajiban, dan mekanisme ganti rugi bagi kedua belah pihak.

Ketiga, berdasarkan perspektif hukum Islam, tidak seluruh
permasalahan yang terjadi pada pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo dalam pelaksanaan akad istisna' dapat dikategorikan
sebagai wanprestasi. Pengakhiran akad yang dilakukan karena adanya

kendala produksi di luar kemampuan pengrajin, perubahan spesifikasi
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atas permintaan konsumen, maupun pembatalan yang dilakukan atas
dasar kesepakatan kedua belah pihak (igalah), tidak termasuk
wanprestasi karena dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan
(taradr) dan musyawarah (al-sulh) yang dibenarkan dalam fikih
muamalah. Penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh para
pengrajin pada umumnya juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum Islam, vyaitu mengedepankan komunikasi, musyawarah,
penahanan barang sampai pembayaran dipenuhi (habs), serta
pemberian ganti rugi (ta'widh) sebatas kerugian riil yang dapat
dibuktikan. Meskipun demikian, belum adanya Surat Perjanjian Kerja
Sama (SPKS) yang memuat secara jelas hak, kewajiban, mekanisme
penyelesaian sengketa, dan klausul ganti rugi menyebabkan kepastian
hukum dalam pelaksanaan akad istisna’ masih belum optimal. Oleh
karena itu, penyusunan perjanjian tertulis yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah menjadi penting untuk memberikan perlindungan
hukum yang lebih seimbang bagi pengrajin maupun konsumen.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis
menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi
masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait.

Pertama, bagi para pengrajin kayu di Kelurahan Kuripan
Kertoharjo, disarankan untuk mulai memformalisasi akad istisina’
yang dilakukan dengan menyusun Surat Perjanjian Kerja Sama
(SPKYS) secara tertulis. Dokumen tersebut hendaknya memuat secara
jelas spesifikasi barang yang dipesan, harga yang disepakati, jadwal

pembayaran, batas waktu penyelesaian, serta klausul ganti rugi yang
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berlaku secara proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.
Klausul ganti rugi tidak seharusnya hanya membebankan tanggung
jawab kepada konsumen, melainkan juga mengatur kewajiban serupa
bagi pengrajin apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan
penyelesaian pesanan..

Kedua, bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah
Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Pekalongan, disarankan untuk memberikan
pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kerajinan kayu
mengenai  pentingnya pencatatan akad secara tertulis dan
perlindungan hukum dalam transaksi bisnis. Program pendampingan
hukum atau penyuluhan mengenai hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian usaha dapat menjadi langkah preventif yang efektif
untuk meminimalkan terjadinya sengketa akad di kemudian hari.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum ekonomi
syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan
bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji persoalan
wanprestasi dalam akad istishna’ dengan pendekatan yang lebih
mendalam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan
model perjanjian akad istishna’ yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah sekaligus memenuhi standar kepastian hukum dalam sistem
hukum nasional Indonesia, sehingga dapat diterapkan secara praktis
oleh para pelaku usaha kerajinan di berbagai daerah.

Keempat , bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan hasil penelitian

ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang muamalah
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kontemporer dan menjadi bahan kajian yang relevan dalam
pengembangan kurikulum yang berorientasi pada permasalahan

hukum ekonomi yang nyata terjadi di tengah masyarakat.
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